GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 21 TAHUN 2006

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 96 TAHUN 2005 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Menimbang

Mengingat

a.

1.

TAHUN ANGGARAN2006

GUBERNUR JAWA TENGAH

bahwa dalam rangka pelaksanaan penyesuaian
gaji dan tunjangan pegawai sebagai tindak lanjut
surat Direktur Jenderal Bina Administrasi
Keuangan Daerah Departemen Dalam Negeri
tanggal 23 Januari 2006 Nomor 822/081/BAKD
dan surat Direktur Jenderal Anggaran dan
Perimbangan Keuangan Departemen Keuangan
tanggal 26 Desember 2005 Nomor  S-
205/MK.2/2005 hal Dasar Perhitungan Gaiji
PNSD, maka perlu merubah Peraturan Gubernur
Jawa Tengah Nomor 96 Tahun 2005;

bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf
a, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan
Gubernur Jawa Tengah tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96
Tahun 2005 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2006.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih
Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
108, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4548);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor
157, Tambahan Lembaran Negara Repu-blik
Indonesia Nomor 4165);

Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4024);

Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000
tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor
209, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4027);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah
Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4028);



16.

17.

18.

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4139);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4416), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota
DPRD (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor
94, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor
4540);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
11 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis
(RENSTRA) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 -
2008 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2003 Nomor 109);
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22.

Tahun 2004 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2004 Nomor 19 Seri D Nomor 1);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
16 Tahun 2004 tentang Kedudukan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2004 Nomor 83 Seri E Nomor 10), sebagaimana



diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8
Tahun 2005 tentang Perubahan Peraturan
Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun
2004 tentang Kedudukan Keuangan Pimpinan
dan Anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005 Nomor 9 Seri E Nomor 6);

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor
9 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006
(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun
2005 Nomor 10 Seri A Nomor 3);

24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29
Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan,
Pertanggungjawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah Dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah;

25. Peraturan Gubernur Jawa Tangah Nomor 48
Tahun 2005 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006;

26. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 96
Tahun 2005 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2006.

MEMUTUSKAN

Menetapkan ; PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA
TENGAH NOMOR 96 TAHUN 2005 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN
ANGGARAN 2006

Pasal |

Ketentuan Pasal 1 huruf B BELANJA angka 1 Aparatur Daerah a) dan
Belanja Pelayanan Publik a) Belanja Administrasi Umum Khususnya
Gaji dan Tunjangan Pegawai Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor
96 Tahun 2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja



Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 diubah dan dibaca
sebagai berikut:

Pasal 1

Gaji dan Tunjangan Pegawai dalam Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2006 yang semula
ditetapkan sebesar Rp.387.248.669.000,00 diubah menjadi sebesar
Rp.437.333.557.000,00 atau naik sebesar Rp 50.084.888.000,00

Pasal 2

Penyesuaian Gaji dan Tunjangan Pegawai dalam Penjabaran Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada Lampiran Peraturan
ini.

Pasal 11
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2006

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundang-
an Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Provinsi Jawa
Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 2 Maret 2006
GUBERNUR JAWATENGAH

ttd
MARDIYANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal Py Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,
ttd
MARDJIJONO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2006 NOMOR 21
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